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ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling
banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan
berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan
selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam kompilasi hukum Islam
(KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya
dibatasi dengan empat orang isteri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat
yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya-anaknya.

Dasar yang dipakai di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus
perkara poligami yaitu syarat alternatif dan syarat komulatif sesuai dengan Pasal 4
dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Ada empat perkara di tahun 2009, yaitu tiga
perkara dikabulkan dan satu perkara dibatalkan. Adapun pokok masalah dari
penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara
mengenai izin poligami dan bagaimana petimbangan Majelis Hakim terhadap
perkara mengenai izin poligami ditinjau dai hukum Islam dan aturan perundang-
undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009.

Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang didukung dengan
wawacanra, peneliti langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan
data disertai wawancara yang ada di PA Mataram. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta putusan-putusan perkara
yang ada di Pengadilan Agama Mataram. Pendekatan yang digunakan penelitian
ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Analisis data yang digunakan dengan
cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin
poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara poligami bila dilihat dari aspek normatif sudah sesuai
dengan syariat Islam, Tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang
apabila bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari
aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif
sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Selanjutnya, ada salah satu perkara
yang perlu dibuktikan kebenarannya akan alasan pemohon karena kemampuan
finansial pemohon tidak memenuhi kriteria untuk pemenuhan kebutuhan hidup
istri-istrinya dan alasan pemohon tidak bisa memiliki keturunan tidak dijelaskan
dan dibuktikkan secara medis.

Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami
mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI
kemudian untuk landasan normatif mengacu kepada Alqur’an Surat An-Nisa ayat
3. Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara
izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1
perkara izin poligami dibatalkan.

Keynote: Pertimbangan hakim, izin poligami
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Nama
Huruf Arab Nama Huruf Latin

| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ $ es (dengan titik diatas)
o Jim ] je

d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal Vi zet (dengan titik di atas)
J R r er

J Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
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b2 T2
b2 7a’
' ‘Ain
¢ Gain
- Fa’
d Qaf
d Kaf
J Lam
a Mim
g Niin
3 Waw
J Ha’
s Hamzah
] Ya

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Fadaia ditulis Muta’addidah
Bl ditulis ‘iddah
I1l. Ta’marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
dasa ditulis Hikmah




i ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

sl g¥VAa) S ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbiitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis tatau h

Jhdlisls ditulis Zakah al-figri

V. Vokal Pendek

Rl fathah ditulis a
o kasrah ditulis i
e dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif dals ditulis a :jahiliyyah




2 | Fathah + ya’ mati (i ditulis a : tansa

3 || Kasrah + ya’ mati mS ditulis i karim

4 | Dammah + wawu mati  u=_8 ditulis i : furid

V1. Vokal Rangkap

1 | Fathah ya mati ditulis ai
A ditulis bainakum

2 || Fathah wawu mati ditulis au
JA ditulis qaul

VIl. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a’antum
& e ditulis u’iddat
Al S (il ditulis la’in syakartum

VIlI. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan

Sl

ikl

-

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

Xi




b. Bila diikuti

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan

huruf

slawd) ditulis as-Sama’
) ditulis asy-Syams
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
w2y Al (593 ditulis Zawi al-furad
aaud) dai ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,

syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang
wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita
bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan.® Allah SWT
telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang
harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi
seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang
mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi,
harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang
laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang

mendampinginya.?

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh disebut dengan dua
kata, yaitu nikah (z\3) dan zawaj (z'sJ). Kedua kata ini yang terpakai dalam
kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam al-Qur’an dan hadis
nabi. Kata na-ka-ha terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, seperti

dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

 Musfir Aj-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), him. 5.
2 Ibid., him. 13.
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan
itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. Pertimbangannya ialah sebagai
negara yang berdasarkan pancasila sila yang sila pertamanya ialah ketuhanan
YME, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur
lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan Yyang

penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan
turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan
pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 1 dan penjelasan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus

dasar hukum perkawinan.*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan,
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur,

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

® An-Nisa’ (4): 3

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M), him 5.



yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut
hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan
perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-Undang

No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.°

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada
asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2).
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.®

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari
seorang wanita. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum
Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.” Poligami
dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang
melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong
wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa
nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena
itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus

diterapkan secara jelas dan tegas.

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas

paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa

® Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Akasara 2004), him. 2-3.
®1bid., him. 9-10.
7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (yogyakarta: liberty 1989), him. 74.



persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan
ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 3. Ayat
tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama: batas maksimal empat
orang istri dan kedua: hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalau

syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami.

Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami itu
dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan
juga kewajiban yang tidak bersifat materi. Ulama sepakat tentang keharusan
adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafagah. Ulama berbeda
dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah adil dalam arti sama banyak

atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti
menyamakan nafagah antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif.
Dalam hal belanja harian (nafagah dalam arti khusus) suami wajib
menyamakan diantara istri-istriny a, karena itulah yang dimaksud dalam arti
adil itu. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi
kewajiban nafagah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak harus
dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan

apa yang mencukupi bagi kebutuhannya.

Demikian pula kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-
istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam

pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal



tersendiri bagi setiap istrinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa
orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya itu sudah menyepakatinya

hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai prasyarat
kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri
dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di
antara sesama istri itu dalam figh disebut dengan gasm, sedangkan yang
dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena
malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya,
sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian,

secara sederhana gasm itu berarti giliran kesempatan bermalam.®

Sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya tentang
perkawinan, dalam hal ini adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak
mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Undang-Undang itu masih mentolelir dan memberi kesempatan kepada laki-
laki tertentu untuk memiliki isteri lebih dari satu (berpoligami) dengan syarat-

syarat tertentu.

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam undang-undang dalam
berpoligami memang dirasa cukup berat, harus mengajukan permohonan ke

pengadilan agama, jika tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, him. 176-179.



perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.® Persyaratan yang cukup
berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan

poligami.

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan
memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan
pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara
permohonan izin poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak
dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya
persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun Undang-
Undang.

Angka kawin cerai yang tinggi di Pulau Lombok disebakan faktor
kemudahan dalam melakukan pernikahan, sehingga poligami banyak
dilakukan oleh masyarakat sasak. Perkawinan, perceraian, dan poligami
banyak yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Salah satu faktor
penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur
dan tata cara untuk mendaftarkan perkawinan atau perceraian bahkan izin
poligami di pengadilan, namun fokus penelitian penyusun hanya meneliti izin
poligami di Pengadilan Agama Mataram.

Ada empat perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mataram
Tahun 2009 vyaitu, tiga perkara izin poligami dikabulkan dan 1 perkara izin
poligami dibatalkan, di sini Penyusun ingin meneliti apakah pertimbangan

Hakim sudah sesuai dengan Hukum atau Perundang-Undangan.

® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).



Pertimbangan Hakim dalam perkara poligami sangatlah menarik untuk
dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru
dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain
yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-
alasan izin poligami yang Pemohon berikan, dalam mengajukan izin poligami
kepada Pengadilan Agama Mataram, dan dalam hal ini majelis Hakim harus
dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul
sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penyusun
mengambil judul: 1zin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Terhadap Putusan PA Mataram).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka pokok
permasalahan yang dibahas adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin
poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun

20097

2. Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari
hukum Islam atau aturan perundang-undangan di Pengadilan Agama

Mataram pada tahun 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:



a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam
memberikan putusan bagi pemohon izin poligami di Pengadilan
Mataram pada tahun 20009.

b. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim
mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam atau aturan
perundang-undangan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi
khazanah ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan poligami.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum
dalam perkara mengenai izin poligami agar dapat dijadikan acuan atau
tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap
banyak literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami
diantaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, tampaknya terdapat
beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik, akan tetapi
dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan
pembahasan dalan skripsi ini.

Telaah pustaka ini didiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai

poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu



kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan
pembahasan informasi yang didapat.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan judul Alasan-alasan
Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA
Yogyakarta Tahun 1999-2001)* disebutkan beberapa alasan poligami di PA
Yogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga
tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri
tidak dapat memberikan kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan
intim sangat terpaksa, isteri tidak dapat melayani suami dikarenakan
kapabilitas seksualnya dan hiperseks, isteri terkena penyakit yang tidak dapat
disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada suaminya, saling mencintai
dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, telah terjalin cinta dan kasih,
sudah nikah sirri dan berniat meresmikannya secara hukum nasional, amar
ma’ruf nahi mungkar.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan
yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami bermacam-macam.
Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa dikategorikan dalam
keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim di Pengadilan Agama
Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dam membuktikan kebenaran dari
alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-suami yang hendak berpoligami.
(2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian

dasar dan pertimbangan hukumnya tidak semuanya sesuai dengan ketentuan

0 Nur Sholihah, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta
Tahun 1999-2001)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
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dalam undang-undang maupun hukum Islam. (3) Permohonan suami dengan
alasan suami mempunyai kapabilitas seksual yang tinggi dan hiperseks tidak
dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan poligami dilakukan
dengan alasan hanya untuk melampiaskan nafsu dan untuk kebutuhan seksual
belaka.

Skripsi yang ditulis oleh Dede Rahman Firdaus dengan judul Alasan-
alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan
Tahun 2000-2003)™ disebutkan bahwa alasan-alasan dalam putusan perkara
permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2000-2003
adalah isteri sakit atau cacat badan, isteri mandul, isteri tidak mau dikumpuli
dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri dan hendak mensahkan secara
hukum positif, isteri tidak dapat memberikan keturunan lagi, sudah saling
mencintai dan menghindari perbuatan dosa, telah melakukan koitus dan
hendak bertanggung jawab.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Alasan-alasan
poligami dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke PA Sukabumi
tahun 2000-2003 sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang
mengatur tentang poligami. (2) Pertimbangan-pertimbangan hukum yang
digunakan Hakim PA Sukabumi dalam memutuskan perkara permohonan izin
pologami secara global sudah mencerminkan keadilan. Terbukti dalam setiap
putusannya Hakim pengadilan Agama Sukabumi selalu mempertimbangkan

syarat utama dalam mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana

! Dede Rahman Firdaus, “Alasan-Alasan Poligami Di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun
2000-2003)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).
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yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Aji Pramono dengan judul Studi
Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006
tentang Alasan-Alasan Poligami'® disebutkan bahwa permohonan izin
poligami di PA. Boyolali tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun
hanya ada dua alasannya yaitu isteri merasa sakit/ menolak berhubungan
seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Dari
permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada
tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang
diajukan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis
diantaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya
kebutuhan biologis, disamping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis
Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami
adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat
sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang bersangkutan
kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik dalam

rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya,

2 M. Hafid Aji Pramono, “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang
Alasan-Alasan Poligami”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
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serta sikap saling menghormati diantara para isteri dengan anggota keluarga
lainnya.

. Kerangka Teoritik

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, menunjang
sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum datang ke jazirah Arab,
poligami merupakan sesuatu yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab.
Poligami masa disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada keadilan
di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling
ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri
harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.*®

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak
menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya
sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti
keharusan berlaku adil di antara para isteri. Syarat-syarat ini ditemukan di

dalam dua ayat poligami, yaitu surah an-Nisa’: 3 dan an-Nisa’: 129

O s iy e eluill 283 Cilda L ) gaSilE alil) 3 ) glansss 3 268 ()

s o

14150 g3 YT (53 lld 2<0a0] &Ll sl 5an 158 15l a3 YT 23820

Selanjutnya pada surah yang sama ayat 129:

Lia )it oISl 158 5l 3

2 Asghar Ali Enginerr, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2003), him. 111.
1 An-Nisa’ (4): 3.
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Penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-
Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak
bisa di terima dalam situasi yang ada maka al-Qur’an membolehkan laki-laki
kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip
al-Tabari, menurut asghar, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan
poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi

ketika mengawini mereka.®

Berbeda dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab
fikih disebut dengan ta’addud al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi
persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat
tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-
macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan
pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami
wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi’i juga mensyaratkan
keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut

urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.’

Pandangan al-Qur’an yang selanjutnya di adopsi oleh ulama-ulama
fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami.
Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan
dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya

istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua

% An-Nisa’ (4): 129.
' 1bid., him.112-113.

" Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana 2004), him. 158.
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istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak

perkawinan serta hak-hak perkawinan serta hak-hak lain.

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami,
menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fugaha, setidaknya ada

delapan keadaan.

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.

2. lIstri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat
melahirkan.

3. lstri sakit ingatan.

4. lstri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai
istri.

5. Istri memiliki sifat buruk.

6. Istri minggat dari rumah.

7. ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.

8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan

kemadaratan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Al-Jurjani dalam Kkitabnya, Hikmah at-Tasyr” wa Falsafatuhu

menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung oleh syari’at poligami.

1. Kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang menunjukkan
bahwa manusia sebenernya terdiri dari empat campuran di dalam
tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri

empat.
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2. Batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-
laki, pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri.

3. Seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai
waktu senggang tiga hari dan ini meruupakan waktu yang cukup untuk

mencurahkan kasih sayang.

Al-Atar dalam bukunya Ta’addud az-Zawzat mencatat empat dampak

negatif poligami.

1. Poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri.

2. Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa
bersikap bijaksana dan adil.

3. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan
untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu.

4. Kekacauan dalam bidang ekonomi,*® bisa saja pada awalnya suami
memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu
saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban

akan lebih banyak.

UUP menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3

yang menyatakan,

Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita
hanya boleh mempunyai seorang suami.

%8 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1996), him. 100.
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Bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami
dibenarkan. Kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah
pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang

membolehkan tersebut.*®

Pasal 4 UUP dinyatakan seorang suami yang membolehkan untuk
berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut
oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak,
melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa yahya harapan,
monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status
hukum darurat (emrgency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (extra
ordinary circumstance), di samping itu lembaga poligami tidak semata-mata
kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).?
Oleh sebab itu pada Pasal 3 ayat 2 ada pernyataan: Pengadilan dapat memberi
izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayat ini jelas sekali bahwa UUP telah melibatkan Pengadilan Agama
sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan
poligami bagi seorang, sesuatu yang tidak ada preseden historisnya di dalam
kitab-kitab fikih. Penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan

dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut

¥ sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, (Jakarta: Ul Pers, 1986), him. 60.
2 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975), him. 25-26
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pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-

ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Berkenaan dengan Pasal 4 di atas, setidaknya menunjukkan ada tiga

alasan yang dijadikan dasar mengajukkan permohonan poligami.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan (menurut dokter).

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.?

Syarat-syarat dalam poligami yang di tentukan dalam syari’at Islam
tidaklah menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim
dan tidak diwajibkan kepada pihak keluarga wanita untuk memaksa anaknya
kawin dengan laki-laki yang telah mempunyai istri satu atau lebih. Dan
menurut syari’at Islam memberikan hak kepada wanita dan keluargnya untuk
menerima poligami jika ada manfaat dan maslahat bagi putri mereka berhak

menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

Adapun syarat-syarat poligami menurut hukum positif adalah sebagai

berikut;

1. Harus izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki dari orang yang bersangkutan
3. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya tidak ada

halangan dalam hal ini.?

21 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Indonesia, him. 163.
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang poligami yang
antara lain disebutkan, bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang

isteri.?®

Hal ini seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka harus
mendapatkan izin dari pengadilan dan harus memenuhi beberapa syarat dan

ketentuan yang disertai beberapa alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Sebenarnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dibenarkan
berpoligami menurut hukum positif di indonesia dapat disignifikansikan

menjadi:

a. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.?*
b. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin

dari pengadilan agama.”®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian literatur didukung
dengan wawancara, karena data yang diperoleh bersumber pada putusan
Hakim terkait dengan izin poligami dari subyek yang akan diteliti yaitu

Pengadilan Agama Mataram dalam menerima perkara mengenai izin

2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, him. 77.
2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (1).
% Ibid., Pasal 55 ayat (2).

% Depag. RI., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000, him. 34.
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poligami. Penyusun menggunakan data dari Pengadilan Agama Mataram,
sesuai dengan jumlah perkara mengenai permohonan izin poligami di

Pengadilan Agama Mataram.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama

Mataram terhadap perkara mengenai izin poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat
dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh
orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen
sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang

selanjutnya ditulis oleh orang ini.?®

Dokumentasi yang hendak dikumpulkan dari penelitian ini
adalah dokumen-dokumen, berkas perkara yang berupa pertimbangan-
pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim sehingga izin

poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram.

% Jrawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995), him. 70-71
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b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara
dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan
diarahkan pada suatu masalah tertentu. Proses interview agda dua
pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu
berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya (interviewer).
Pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (information
suppliyer).?” Secara umum dapat dibedakan dua bentuk wawancara,
yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur.
Wawancara  berstruktur, pewawancara menggunakan daftar
pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Sedangkan dalam
wawancara tak berstruktur daftar pertanyaan tidak disiapkan
sebelumnya. Dalam wawancara jenis ini responden diberi kesempatan
menjawab dan mengeluarkan isi hatinya.?® Penelitian ini, penyusun
menggunakan bentuk wawancara berstruktur yang ditunjukkan pada
pihak yang terkait, yaitu tiga orang Hakim Pengadilan Agama
Mataram yang pernah menangani perkara mengenai permohonan izin
poligami. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang
jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya Majelis Hakim untuk
menyelesaikan perkara mengenai izin poligami, sehingga dapat

membantu proses analisis data.

27 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), him. 187.
% Soeratno, dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta:UPP YKPN, 2003),
him. 94.
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4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik menggunakan
ketentuan nash maupun pandangan ulama yang terkait dengan alasan-
alasan poligami.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang
berlaku di indonesia, yang mengatur masalah poligami yaitu Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KH]I).

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir
induktif, yaitu dengan meneliti terhadap perkara mengenai izin poligami
yang terdapat di Pengadilan Agama Mataram yang kemudian putusan dari
permohonan itu di analisis apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini

dilakukan guna mempermudah penyusun dalan penyusunan skripsi ini.
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Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima
bab, yaitu:

Bab pertama adalah arah dari keseluruhan yang dibahas terdiri dari
tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat
penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar
belakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan
terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan
kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat,
telaah pustaka, untuk menjelaskan dimana posisi penyusun dalam hal ini,
dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelitian yang telah ada sebelumnya
dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoritik,
mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan
masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan
dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-
langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data.
Ketujuh, sistematika pembahasan, sebagai upaya untuk mensistematisasikan
gambaran awal penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum penyusun menempatkan pembahasan
mengenai tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami,
dasar hukum poligami, pandangan para ulama, syarat-syarat poligami
menurut syari’at Islam, dan syarat-syarat poligami menurut peraturan

perundang-undangan.
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Bab ketiga, data lapangan yang memaparkan gambaran umum tentang
profil Pengadilan Agama Mataram, perkara mengenai permohonan izin
poligami dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan mengenai
perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Mataram.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap dasar-dasar
dan pertimbangan Hakim dalam putusan mengenai perkara permohonan izin
poligami Pengadilan Mataram. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam
skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari
pokok masalah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yaitu tentang izin
poligami yang ada di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Izin Poligami.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin
poligami di Pengadilan Agama Mataram mengacu pada hukum
materiil dan formil yaitu Undang-Undangan No 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam.

Ada sebanyak 4 perkara izin poligami di tahun 2009 yang
terdiri dari 3 perkara yang diberikan izin poligami dan 1 perkara yang
dibatalkan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam
memutuskan suatu perkara izin poligami selalu disesuaikan dengan
kasusnya. Hakim bisa saja mengambil kebijakan kontra legam, yaitu
pengambilan keputusan dengan mengesampingkan Undang-Undang
bila incasu. Hakim dalam memustuskan suatu perkara izin poligami
mengacu kepada landasan normatif yaitu, al-Qur’an surat an-Nisa’
ayat (3). Pada perkara No. 84/Pdt.G/2009/PA.MTR. Hakim di sini
mengabulkan izin poligami karena melihat asas kumulatif yaitu pihak
isteri pertama telah menyetujui dan melihat landasan normatif, yakni

al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat (3), walaupun asas alternatif tidak

78
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terpenuhi. Kemudian pada perkara No. 27/Pdt.G/2009/PA.MTR.
Hakim di sini mengabulkan izin poligami walaupun bila ditelaah
Pemohon tidak memiliki kekuatan finansial dalam memberikan nafkah
keluarganya apabila dilihat dari segi penghasilan dan pekerjaannya.
Pertimbangan Hakim mengabulkan izin poligami dalam perkara ini
karena melihat asas alternatif dan komulatifnya terpenuhi. Selanjutnya
pada perkara No. 240/Pdt.G/2009/PA.MTR. Pertimbangan Hakim
dalam mengabulkan izin poligami karena asas alternatif dan
komulatifnya telah terpenuhi dan petimbangan Hakim mengacu
kepada landasan normatif. Kemudian perkara No.
48/Pdt.G/2009/PA.MTR. pertimbangan Hakim dalam membatalkan
izin poligami tersebut disebabkan perkara tersebut tidak dapat diproses
karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam
mengajukan izin poligami dan belum memenuhi biaya adminstrasi atau
biaya panjar untuk bisa melanjutkan sidang.

. Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami.

Pertimbangan Hakim mengenai izin poligami di Pengadilan
Agama Mataram sudah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-
Undangan yang berlaku di Indonesia. peraturan perundang-undangan
yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin
poligami yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal
3 ayat (2). Adapun dasar normatif yang digunakan oleh majelis hakim

yaitu surat an-Nisa’ 4:(3). Tidak semua kasusnya dikabulkan, dalam
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pemutusan perkara Hakim selalu menekankan yang paling utama
apakah Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya untuk
melakukan poligami, kemudian Hakim juga melihat penghasilan yang
dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami. Setelah itu

dilanjutkan dengan melihat asas alternatif dan kumulatifnya.

B. Saran

1.

Hakim seharusnya lebih bersikap arif dan bijaksana dalam mengabulkan
izin poligami. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah untuk
melakukan poligami. Walaupun tidak ada larangan untuk melakukan
poligami dalam syariat Islam.

Hakim harus bisa mensinergikan asas alternatif dan kumulatif. Asas
alternatif dan kumulatif harus bisa berjalan seimbang agar tidak ada yang
dirugikan dalam putusan poligami.

Hakim harus lebih memperhatikan alasan Pemohon untuk melakukan
poligami dan alasan pemohon tersebut harus bisa dibuktikan. Jika
diperlukan, Hakim turun untuk mengecek ke lapangan apakah pemohon
memenuhi Kriteria atau tidak untuk melakukan poligami. Misalnya,
pemohon yang pekerjaannya wiraswasta perlu dicek penghasilan yang

diperoleh dan aset-aset yang dimiliki.
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DAFTAR TERJEMAHAN

NO

Halaman

Terjemahan

2

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.

14

12

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.

15

12

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara  diri  (dari  kecurangan), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

BAB 11

NO

Halaman

Terjemahan

25

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.




26

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara  diri  (dari  kecurangan), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

28

Hannad menceritakan kepada kami, ‘abdah
memberitahukan kepada kami, dari Sai bin Abi
‘Arubah dari Ma’mar bin Zuhri dan Salim bin
Abdullah dari Ibnu “Umar sesungguhnya Gailan bin
Salamah as-Sagafi masuk Islam dan ia mempunyai
sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah, dan
isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka
nabi SAW memerintahkannya memilih empat isteri
diantaranya.

25

43

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.

26

44

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat
ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri  (dari  kecurangan), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

27

45

Dari Aisyah R. A berkata adalah Rasulullah SAW
sedang membagi giliran kemudian berbuat adil
(terhadap istri-istrinya) Rasulullah berdoa: Ya Allah
ini adalah pembagianku. sebagaimana yang aku
miliki, maka janganlah engkau cela diriku
sebagaimana yang engkau miliki dan tidak aku
miliki. Abu dawud berkata: milik bermakna hati.




BAB IV

NO

Halaman

Terjemahan

75

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan dari isteri-isteri kamu
itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu
rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah
mereka beriman kepada yang bathil dan
mengingkari nikmat Allah.

75

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu
jalan yang buruk.




BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Imam al-Bukhari adalah ulama hadis yang paling terkenal. disebabkan
oleh usahanya mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab al- Jami’ as-
Shahih . Kitab ini dianggap kitab yang paling utama setelah al-Qur’an.

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas
yangbercampur antara hadis shahih dan hadis palsu, antara yang benar dan yang
buatan. Hadis telah digunakan mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai
media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan
menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama sebelumnya, ketika
penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Untuk menghindari penyelewengan di atas, Bukhari melakukan seleksi
hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata
rantai rawi, menurut Bukhari merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh,
maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima,
apapun isinya. Secara teoritis, hadis shahih menurut Bukhari adalah hadis yang

disepakati oleh rawi sifat yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur.

Imam Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari
desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Turmuzi
boleh dengan tiga macam yaitu: Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi. Beliau lahir pada
tahun 200 H dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk kitab yang disebut
“Kitab yang Enam” yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah.
Beliau termasuk penulis kitab terkenal juga hadis-hadisnya bisa dijadikan
pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan umum juga

mengakui hadis-hadisnya, walaupun tingkatannya di bawah kitab Shahih Bukhari.

Imam Malik
Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amin.
Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau menuntut ilmu



pada ulama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman ibn
Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul
dengan orang lain. Beliau juga belajar pada Nafi’ Maula Ibn *‘Umar dan Ibn
Syihab az-Zuhri. Adapun gurunya dalam ilmu figh adalah Rabiah ibn
Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabiah ar-Ra’yu. Imam malik
menetap di Madinah dan tidak pergi ke tempat lain. Inilah yang menjadikan
sebagian besar hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan orang-orang Hijaz.
Di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadis al-Muwatta’. Imam Malik
meninggal dunia pada tahun 179 H. Imam Syafi’i Nama beliau adalah Abu
‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’i al-Quraisyi.
Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat
wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9
tahun, dengan Imam Muhammad ibn hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya
adalah murid Imam Hanafi) di Kuffah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke
Persia dan negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil
menyebarkan kitab al-Muwatta’. Kemudisn beliau pulang ke mdinah menjumpai
Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi’i dikenal
memiliki kecerdasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau
telah hafal al-Qur’an, umur 10 tahu telah hafal kitab hadis al-Muwatta’ karangan
Imam Malik. Imam Syafi’i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di

pemakaman Bani Zuhrah daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Mugatham.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh ibn hasan Khairullah lahir pada tahun 1226 H/1849 M
di sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya,
Mahallat al-Nashr, kawasan Subrakhit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di
Universitas Al Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada
tahun 1899 M beliau menjadi Mufti besar di Mesir. Muhammad Abduh juga
merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Belia wafat pada tangga 11 Juli
1905.



PEDOMAN WAWANCARA

. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan izin poligami?

. Apakah asas komulatif mutlak bisa digunakan dalam memberikan izin
poligami tanpa melihat asas alternatif?

. Apakah Undang-Undang yang mengatur masalah poligami masih efektif
dalam perkembangan masyarakat?

. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi Hakim yang mengadili kasus
poligami, sehingga pada umumnya kasus dikabulkan oleh Majelis Hakim?
. Apakah ingin menambah keluarga besar bisa dijadikan landasan
dibolehkannya berpoligami?

. Apakah dari sisi ekonomi (finansial) pelaku poligami tidak dijadikan
pertimbangan dalam memberikan izin poligami walaupun asas
alternatifnya terpenuhi?

Bagaimana pertimbangan Hakim mengenai izin poligami ditinjau dari
Hukum Islam atau aturan Perundang-Undangan.

\4



HASIL WAWANCARA

Bapak Drs. H. Suhadak SH., MH (Wakil Ketua PA Mataram)

1.

Dasar pertimbangan Hakim mengenai poligami merujuk pada UU No 1
Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI)

Tergantung kasusnya. Tapi hal yang terpenting mendapat persetujuan
suami dan asas alternatif terpenuhi.

Undang-undang yang mengatur poligami masih efektif diterapkan.

Tidak semua perkara poligami dikabulkan. Ada yang dikabulkan, ada yang
ditolak, dan ada yang tidak diterima (NO)

Tergantung kasusnya, dan perlu diselidiki kebenaranya akan alasan
pemohon.

Kemampuan finansial merupakan syarat mutlak yang perlu diperhatikan.
Pertimbangan hakim mengenai izin poligami mengacu pada Alqur’an surat
An-Nisa ayat 3 dan UU No 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam
(KHI).

Bapak Drs. Faisal MH

1.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan izin poligami yaitu
kembali lagi kepada hukum materill dan formil, dan melihat Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 yang membolehkan berpoligami dalam
ketentuan pasal 3 UU No 1 Tahun 1974. Dan seseorang bisa melakukan
poligami apabila syarat alternatif dan komulatifnya terpenuhi.

Alternatif dan komulatif harus diperhatikan, tidak harus memandang dari
segi komulatifnya saja.

Undang-undang yang mengatur masalah poligami sampai saat ini masih
efektif diterapkan di masyarakat.

Tidak semuanya Hakim mengabulkan, tergantung kasusnya apakah dapat
dibuktikan atau tidak.

Bila alasannya hanya ingin menambah keluarga besar tetapi syarat
alternatif tidak terpenuhi maka tidak bisa dijadikan landasan poligami.
Hakim juga harus melihat dari segi finansial karena kemampuan finansial
meupakan syarat terpenting jika seseorang ingin poligami

Pertimbangan hakim PA Mataram mengenai izin poligami tidak keluar
dari Undang-Undang.

Vil



Bapak Drs. Ahmad Zaeni SH., MH

1.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami dilihat dari
suami yang dapat berlaku adil dalam melakukan poligami, melihat dari
penghasilan yang cukup

Tergantung kasusnya akan tetapi syarat alternatif yang mutak adalah
persetujuan dari isteri pertama.

Hingga saat ini Undang-undang yang mengatur tentang poligami masih
efektif diterapkan di masyarakat.

Tidak semua perkara poligami dikabulkan oleh Hakim tergantung
kasusnya.

Jika alasan ingin menambah keluarga besar tidak ada ketentuan di undang-
undang, akan tetapi bila ingin melahirkan keturunan ada.

Dalam melakukan poligami selain kemampuan daya/fisik, kemampuan
dana juga hal yang penting untuk diperhatikan

Landasan yang dijadikan pertimbangan hakim megenai perkara izin
poligami adalah Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 UU No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami.

Vil



SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Fakultas/Jurusan : Syari’ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga

Maka dengan surat ini kami

Nama . MH‘ S'UPM(OQ’V( \Sfﬂ MH
Pekerjaan . MM / Wik PA

Instansi Pemjﬂ—wﬂ)‘/\ W W
Alamat JLC@J"-!TUJUB& \ AMMMM

Menyatakan benar-benar telah di wawancaraioleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

. Mataram, Mei 2012
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SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Fakultas/Jurusan : Syari’ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga

Maka dengan surat ini kami

Nama : 9\"3 . ‘:FM ?AL s i

Pekerjaan : H,th
Instansi : ‘?GI\)GM)‘;LM) MW MT&RAM/
Alamat : 6‘_,6”‘\)]{, MM Ma. € R ARAM

Menyatakan benar-benar telah di wawancarai oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, Mei2012




SURAT BUKTI WAWANCARA

Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara peneliti

Nama : Liga Binangkit
NIM : 08350078
Fakultas/Jurusan : Syari’ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga

Maka dengan surat ini kami
Drs - At ate-() 241—5/\//; JIf. 0T

Nama

Pekerjaan 1oty

Instansi : P . RAR A i Wiais

Alamat : )j 4‘10740 A - My ferae, | TrE

Menyatakan benar-benar telah di wawancaraioleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, Mei 2012

Hormat kami

M/d
By AHMA D L ae=nde st Mat



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
0'0 FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA
JI. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1153/2012. Yogyakarta, 11 april 2012
Lamp. -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Gubernur DIY

Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi DIY
Kepatihan-Danurejen.

Yogyakarta-55213

Assalamu’alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa
kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.
Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin
bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum :

Nama : Liga Binangkit

NIM : 08350078

Semester - VIII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Judul : Izin Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi
Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram NTB
Tahun 2009)

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Mataram NTB
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Tembusan:
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213
Yogyakarta, 11 April 2012
Nomor . 070/3462/V/04/2012 Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Cq. Bakesbanglinmas

Perihal - ljin Penelitian di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari . Kajur AS Fak. Syariah&Hukum UIN

Nomor . UIN.02/AS/PP.01.1/1153/2012

Tanggal : 11 April 2012

Perihal :  ljin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan
untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama © LIGA BINANGKIT

NIM / NIP . 08350078

Alamat . JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul . |1ZIN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI
PENGADILAN AGAMA MATARAM NTB TAHUN 2009)

Lokasi . . Kota/Kab. KOTA MATARAM Prov. NUSA TENGGARA BARAT

Waktu - Mulai Tanggal 11 April 2012 s/d 11 Juli 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi makium

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);,
2. Kajur AS Fak. Syariah dan Hukum UIN

3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

JIn. Pendidikan No. 2 Telepon (0370) 631215
MATARAM
Kode Pos : 83125

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 070/ 104 /R /04 /2012

a. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban
Rekomendasi Penelitian.

2. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/3462/V/04/2012
Tanggal 11 April 2012.
Perihal : Rekomendasi Penelitian

b.  Menimbang :
Setelah mempelajari Proposal Survei / Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan
Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama . Liga Binangkit

Alamat . JI. Matsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan . Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul

“ Izin Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di
Pengadilan Agama Mataram NTB Tahun 2009)”.

Lokasi . Pengadilan Agama Mataram NTB
Jumlah Peserta . 1(satu) Orang
Lamanya . 25 April 2012 sid 25 Oklober 2012

Hal-hal yang harus di taali oleh penelii :

a. Sebelum melakukan kegiatan penelitian agar melaporkan kedatangannya Kepada Bupati/Walikota atau
Pejabat yang di tunjuk;

b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan
apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan di cabut sementara dan menghentikan
segala kegiatan penelitian;

c. Peneliti harus mentaati ketentuan perundang - undangan, norma-norma dan adat istiadat yang beriaku dan
penelitian yang di lakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan
NKRI;

d. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan Penelitian
tersebut belum selesai maka peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian:

e. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Gubemur Nusa Tenggara Barat, melalui Kepala
Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
e aram, 25 April 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
/ ‘POLITIK DALAM NEGERI PROV. NTB 44

{x e y
[ [Kssa,z;_:i; N \ )
?, \"“"“H,_“h I T
\">f=Drs. H-RIDWAN HIDAYAT
/" -RembinaUtama Muda (IV / c)

~NIP719561206 198501 1 002
Tembusan Disampaikan kepada yth.
1. Kepala Bappeda Prov. NTB di — Mataram;

2. Kepala BLHP Prov. NTB di — Mataram:
3. Ketua Pengadilan Agama Mataram NTB di — Mataram;




PENGADILAN AGAMA MATARAM
JL. CATUR WARGA NO. 05 MATARAM KEADAAN PERKARA ™
PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS |IA
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2009

PERKARA YANG DITERIMA DIPUTUS UPAYA HK
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Mengetahui Mataram, 31 Desember 2009

Ketua, Panitera,
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PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2009/PA.MTR

3ISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

n M ™o,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Jfl

taram yang memeriksa dan mengadili

Pengadilan Agama Ma yar

perkara-perkara ertentu pada tingkat pertama telah

an dalam perkara Ijin Poligami antara f----—--

menjatuhkan putus

taman di o

Tempat

Wartawan

[slam Peker]

Kota Mataram, sebagai Pemohon;--------

Melawan: . 4

L]

. o o tanun, agame sl
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di —

am, sebagai Termohonjp---——-=

sekarbela Kota Mat:

= Pengadilan Agama tersebubij-———————mwrmes=s S e e e
- Setelah membaca elajari berkas perkara;-——-——-———--- ==

e
"

: b
~ Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon

isteri Pemohon dan

JUDUK PERKARANYA

TENTANG

Bahwa Pemohon dengan ‘surat permohonannya tertanggal Ol

2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Mataram Nomor: 84/Pdt.G/2009/PA.MTR. tanggal 0l April

2009 mengemukakan hal-hal sebagal berikut:---—-—-----»-- =

Termchon

tanggal 05 Nopember 12959 Pemohon

~ada

>langsungkan pernikahan vyang dicatat oleh P Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan akranegara Kota Mataram [(Kut ipan
Akta Nikah Nomor 136/13/1 tanggal 07 Maret 2008i-—-—m-—sm==
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shila  Pemohon

menikah lagi dengan calon




4 calon isteri kedua Pemchon menyatakan tidak akan mengganggu gugat

harta benda yang sudah ada selama 1ini, melainkan tetap utuh

8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua
Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon
menikah dengan calon isteri kedua Pemonon; ———~—-——==———==------==—==

9. Antara Pemchon dengan calon isteri kedua Pemcheon tidak ada
larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni t--—==-—===7777"
a. Calon isteri kéﬁua Pemohon dengan Termbhon bukan saudara dan

bukan Sesusiwan, begitupun antara Remohon dangan calon isteri

]

kedua Pemohon;-————=——====—===————---———ssssosssommommTmmE T
L. Calen isteri kedua Pemohon befstatus perawan dalam usia 22

tahun dan tidak te™kat pertunangan i&ﬁgan Taki-laki lain; -&--
c. Wali nikah calon isteri kedua Pemchon {LALU PURNA HADI)

bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua

Boralipiiorr se s u e M s s s e s e s S e e SR S SR T wer

“q. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya vyang timbul akibat
o N L U i o S

Eerdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agart
Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memanggil pihak-pihak dalam

perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara inl dengan

menjatuhkan putusan yang amarnya perbunyi sebagai berikut i-=----=--<
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;=---—=-==-==-===---ooTmmmmmmmmmmmmm s
2. Menetapkan, memberi iiin kepada Pemohon untuk menikah lagil

(peligami} dengan calon isteri kedua Pemohon bernama SN

3. Membebankan biaya perkara sesual ketentuan hukum yang berlaku ;--
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnyaj--——=—==——=——"-""""=°=77°7
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, pemchon dan Termohon telah datang menghadab
sendiri dipersidangan, kemudian oleh Majelis Hakim diberikan
nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan

tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk



berploligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon  yang isinya  tetap
dipertahankan oleh Pemohon ; ~—————=———=—=—————=——— - == s smT e m T T
Bahwa atas permohonan Pemohon rersebut, Termohon telah
memberikan Jjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagal
BET KUL § ===mmmmmm e m e S s e m e E T
_  Pahwa benar Termohon istri sah Pemohon yang menikah pada
tanggal 05 Nopember 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan telah dikaruniai 4
orang anak;----——------=--S=-ssoossosssossmmmmmmmmmEmmEmTTee

- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang

perempuan bernama Baig Suci Hadiayati Binti Lalu Parna

_  Bahwa Termohon sudah mengenal dengan perempuan yang hendak
dikawin oleh Pemohon tersebut;-------=----==-~"-77TTTTTTTTOT
-  Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon
istri keduanya tersebut, Termohon dapat menyetujuinya. Dan
persetujuan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun.
Karena itu mohon supaya permintaan Pemohon tersebut
dikabulkan. Termchon dengan perempuan tersebut juga baik-
baik saja, tegur sapa seperti biaga:—==—————=m————mmmmes T
- Bahwa Termoheon mengakui jika Pemochon menikah lagi ia cukup

mampu menghidupi istri-istri dan atau anak-anaknya, karena

- Bahwa Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya
yang kedua tersebut tidak ada hubungan mahram atau hubungan
lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara

keduanya. Demikian pula antara Termohon dan perempuan



Bahwa calon istri kedua Pemohon nama BAIQ SUCI HADIYATiL

© Binti Lalu Parna Hadi juga telah memberikan keterangan di

- PRahwa benar Pemohon akan menikahi dirinya. Dan calon isteri

kedua Pemohon juga bersedia untuk dinikahi dan dijadikan
- Bahwa calon suami kedua Pemohon telah lama mengenalil

_  Bahwa calon isteri kedua Pemohon masih gadis tidak ada
ikatan dengan laki-laki lain dan Juga menyadari bila
Pemohon 1itu adalah orang Yyang telah beristeri, sehingga
menyadari akan konsekuensinya sébagai ietar. Redig, ==

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon juga bekerja sebagal
Kontraktor, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon

maupun Termohon Jjuga tidak halangan untuk kawin dengan

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat BErifE lmeopmesosss s mss e
1l.Fote copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon

NIK.52.7104.160568.0002 tanggal 24 Juli 2008 ( Bukti.p.l); --
2.Fote copy Kutipan nkta Nikah an. Pemchon
Nomor.136/13/111/2009 tanggal 07 Maret 2009 (Bukti.P.2); —=—-
3.8urat Pernyataan Persetpjuan isteri, tertanggal 25 Bpril
2009 (Bukti.P.3); ——=—==—=—m——moo—ssssssos—sssesomemmmmmmmmm T

4.Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal 25
5.8urat Keterangan Mampu, tertanggal 25 April 2009

6.Slip Daftar Gaji an. Pemohon, tertanggal 31 Maret 20089

(Bukti.P.6); —=—-——=—mmm—esoomosssSoo—SssomsmmsmmmmTmm T



7.Surat Pernyataan Dari Calon lsteri Pemchon, tertanggal 11 Mei
5008 (Bukbi.PLT) jomsmsemmr s s mace e s s e e T TS
Bahwa selain itu Pemohon Jjuga telah mengajukan saksi-
saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-
faning webagei berikut | ~em—eesomsdamssssfmmssmEmmEeommmm————
saksi 1 tersebut mengaku bernama : B s e e 2
=ssss®,6 unur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di | i—————— b i 1A P LS T
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya saksi
rersebut bersumpah menurut agama Islam, setelah selesai
bersumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut; -
-~ Bahwa saksi tidak ada hubungan kéluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak + 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyail isteri yang bernama
Trisnawati dan sudah dikarunia anak; —--————-=--~-77"""7"7777°77
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kenal dengan calon isteri
kedua Pemchon sekitar 6 bulan yang lalu; --——--==-=7"777"77777
- Bahwa sepengetahuan saksl Pemohon sanggup membiayail isteri
dan calon isteri kedua Pemohon dengan penghasilan
LerSahll ) —m—m—t e m e S s e e s S s m T
_ Bahwa saksi tahu Pemchon bekerja di Lombok PoSt disamping
itu juga Pemohon bekeria sebagal kontraktor dan
penghasilannya bisa mampu membiayai kehidupan sehari-hari
isteri-isteri dan anak—anaknya; --—————————----—-TToTTTTTTTTT
saksi 2 tersebut mengaku bernama : Lalu Hapni Bin Lalu
Suparna, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor,
bertempat tinggal di Jl.Jendral Sudirman No.34 Pravya,
Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya saksi tersebut persumpah menurut agama Islam,
setelah selesai bersumpah selanjutnya memberikan keterangan

sehagal berikut; —-—roosmoomER—odmsmoSLsEssRessse s mmRnmEETS



?aﬁahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon; ----
=11
fFEahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak + 2 tahun yang lalu; -

g'!.‘_, :

WBahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai isteri yang bernama

Trisnawati dan sudah dikarunia 4 orang anak; —--———-—==—====7=
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Lombok Post disamping

P PRHISHET SEbagRt. koptuakion Sressmseno e St e mRes

|

Bahwa sepengetahuan saksi Pemchon mempunyai penghasilan

sekitar Rp.8 juta setiap bulan; --------==----===-----Tmooos

1

Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama :

— e on dulu sebagal Direkturnya di suatu

perusalaan; r—oersosseeosnsssSTESSSREIERLESSERSREsSanemm_——

1

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berhubungan dengan

calon isteri kedua Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu; -—----

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup membiayal isteri
dan calon isteri kedua Pemchon dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa spengetahuan saksi sifat dan prilaku Pemohon mampu
perlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya; --
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan
Termohon menyatakan tidak keberatan------------—--—-—=-7-7""=7~
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; --=-=----
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk segala hal sebaggimana tercantum dalam Berita Acara
gemerikasan perkara Indp ————s=sesmsmonsmooosnsomoEsgESSesE oS
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemchon
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di. iabagy —smssSRses
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah perusaha menasehati

Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami atau kawin
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Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan
jawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan apa
ang diterangkan oleh Pemohon dan tidak keberatan jika Pemohon
kawin lagl dengan perempuan yang dikehendaki oleh Pemohon,
karena Termohon 7juga sudah mengenall perempuan Yyang akan
dinikahi oleh Pemohon tersebut, bahkan sejak suaminya sudah
kenal dan sebagai teman kerja Pemchon. Dan olenh karena melihat
kondisi Pemohon seperti tersebut di atas, maka Termohon tidak

kxeberatan dan mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon Jjuga telah
memberikan keterangan di muka sid%nq sebagaimana tersebut pada
SUAGE TURRERATIS B B e e e e R RS S

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat yang
ditandai dengan P.1. s.d P.7., Pemohon juga telah menghadirkan
2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagaimana terurai pada duduk perkaranya ol e

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon,
calon isteri kedua Pemohon maupun keterangan para saksi serta
bukti surat-surat vyang ada, maka telah ditemukan beberapa
fakts meliagal Perilyt i —ss—cssmwmromsmesessmemmesemEmSEETEEET
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan

yang sah dan telah mempunyai 4 orang anaky —s-s————=————"
- Bahwa sesungguhnya Termohon tidak mengalami sesuatu yang
dapat menghalangi dirinya untuk melakukan tugas sebagail
isteri yang baik terhadap Pemohon.,---------—---=------=====
- Bahwa Termohon merasa tidak keberatan bila Pemohon kawin
dengan perempuan vyang diinginkan oleh Pemohon tersebut
pahkan berharap Pengadilan Agama bisa memberi 1jin kepada
Pemohon untuk mengawini perempuan tersebut, karena mereka

sudah benar-benar saling suka sama suka; -———————---—~-----~-



it

}Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama Balqg Suci Hidayati
tak ada halangan kawin atau hubungan famili baik dengan
Pemohon maupun TermoOnon; === === = —m e e e
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon

dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga Pemchon

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, maka
Pemohon telah memenuhi syarat kumulatip untuk berpoligami
sebagal yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.l
tahun 1974. Akan tetapi masih belum memenuhi syarat alternatip

sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No.l tahun

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon masih belum memenuhi
syarat alternatip sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat
(2) UU No.l tahun 1874 tersebut, namun oleh karena pihak
Termohon selaku isteri telah menvetujuinya dan bankan berharap
pada Pengadilan Agama untuk dapat mengabulkan permochonan
Pemohon, dan tanpa mengesampingkan arti pentingnya kedudukan
pasal 4 ayat (2) UU NO.1l tahun 1974 tersebut dalam kaitannya
dengan poligami, maka syarat alternatip tersebut dalam perkara
a gquo harus dimaknail sebagal syarat yang tidak mutlak. Sebab
menurut pandangan Mejelis Hékim, bahwa ketentuan tersebut pada
hekekatnya adalah untuk melindungi kepentingan perempuan itu
sendiri, yang dalam kasus perkara ini adalah pihak Termohon
selaku isteri vyang akan dimadu. Namun di ketika vyang
bersangkutan sudah tidak memerlukan perlindungan vang
diberikan kepadanya, maka persyaratan tersebut dalam perkara a
qua dianggap tidak perlu)———=—m———m

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas,

maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-—-———-——=—--eemmmaaaan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
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Wpmeso’entang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkars

ini dibebankan kepada Pemohon;-—-——-—--—--——————"-"---------Toomoos

Mengingat, pasal 49 UU. No 7/1989 serta segala ketentuan
neraturan perundang-undangan vang berlaku dan hukum Islam yang
F J 8! ]

bersangkutan serta firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'

ayat 3 yang berbunyil sebagai berikut:

| | : s
Ctiﬂu\_ﬂé//jw ﬁ({/’”}"b//j\,_"ﬂ L/uf’Lf’l.?"C
4 9/[?)“)’%) 2

Artinya :“..... Maka kawinilan perempuan-perempuan yang lkamu

senangi, dua, tiga atau empat, maka Jika Kkamu takut tidak

dap berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja”... i/

MENGADILI

1. Mengabulkan Permchonan Pemohon;-—--—-----—-==-==-7--=-=-"==7="7

a

2. Memberi i7in kepada Pemohon < _k
S itk menikan lagl dengan seorang perempuan
TEEETA REglin )~ e s e e e s R s e e T S T

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Ind

341.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah ).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram pada hari Senin
inggal 18 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil
Awal 1430 H, oleh kami Majlis Hakim Pengadilan Agama Mataram
yang terdiri dari Drs. MOH. CHOZIN, SH

I, sebagal Hakim Ketua,

Drs. H. NURIL IHSAN dan Drs. H.SAIFUDDIN masing masing sebagal

Y

Hakim Anggc

L

yta serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelils

tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



(=

dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta PAHRURROZI,SH.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tidak

faa Majelis

" MOH. CHOZIN,SH.

Hakim Anggota II

IHS8AN Drs. H.SARX¥EUDDIN

Panitera Pengganti

PAHRURROZI, "SH.

Perincian biaya perkars

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Psmonhon B, 180,000
3. Biaya Panggilan Termohon- Rp. 150.000.=
4. Redaksi Rp. 8,000 =
5. Materai Rp. 6.000, -
JUMLAH Rp: 341.000;~-

| Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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